BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka,
besaran  tunjangan  perumahan dan = tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi
besaran  tunjangan  perumahan dan = tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan
Keuangan terhadap tunjangan perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan ditindaklanjuti oleh
Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka
tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mengalami penurunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan
terhadap Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bangka,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2019 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2017 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor
63 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2021 Nomor 64);



9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021
Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2021
tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2021 Nomor 63), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan atau Anggota DPRD, ditetapkan
sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 21.477.375,- (dua puluh satu juta empat ratus
tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)/bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 16.683.750,- (Enam belas juta enam ratus
delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/bulan; dan

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.495.875,- (sepuluh juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)/bulan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

MULKAN
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

KABUPATEN BANGKA, Cap/dto
Cap/dto SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
ANDI HUDIRMAN NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 6



